DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
KOMISI VDPRRI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOG,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS DAN BPWS)

Tahun Sidang . 2016 -2017

Masa Sidang oV

Rapat . Ke-

Jenis Rapat . Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat

Hari/Tanggal . Rabu, 26 Juli 2017

Sifat . Terbuka

Pukul : 10.30 WIB s.d 14.30 WIB

Tempat . Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V),
Gedung Nusantara DPR R

Acara . Membahas evaluasi pelaksanaan penanganan arus mudik Lebaran
Tahun 2017.

Ketua Rapat . Dr, Michael Wattimena, SE, MM

Sekretaris . Dra. Prima MB. Nuwa, Msi

Hadir Anggota ; dari 51 orang Anggota Komisi V DPR RI

Hadir Mitra . Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat, Kepala BMKG, Kepala Basarnas diwakili Sestama
Basarnas, dan Kakorlantas Polri besera jajaran terkait lainnya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I.  PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 10.30 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka
untuk umum.

2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI
dengan Menteri Perhubungan, Kepala BMKG, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat, Sestama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
(Basarnas), dan Kakorlantas Polri pada hari ini adalah membahas evaluasi penanganan
sarana dan prasarana transportasi dalam rangka Lebaran Tahun 2017.

3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Perhubungan, Kepala BMKG, Dirjen Bina Marga
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sestama Badan Nasional Pencarian
dan Pertolongan (Basarnas), dan Kakorlantas Polri untuk menyampaikan paparan dan
penjelasannya.

4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan
pertanyaan dan tanggapan.
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Il. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kepolisian Negara Republik Indonesia, BMKG,
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Lembaga Pemerintah lainnya,
perusahaan BUMN dan perusahaan swasta nasional yang terkait di bidang transportasi serta
media dan semua pihak yang telah membantu kelancaran penyelenggaraan Angkutan Lebaran
1438 H.

2. Komisi V DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk terus meningkatkan sinergi dan koordinasi yang
tidak mengedepankan ego sektoral serta berkomitmen untuk saling bekerja sama dan sama-sama
bekerja dalam penyelenggaraan transportasi nasional pada waktu dan situasi tertentu yang
memerlukan penanganan secara khusus.

3. Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah untuk memberikan perhatian khusus dan melakukan
evaluasi lebih mendalam terhadap sejumlah kejadian berulang yang masih terjadi selama mudik
lebaran, antara lain dengan melakukan pengaturan penggunaan kendaraan bermotor roda dua;
meningkatkan kualitas pelayanan rest area yang belum memadai dan menambah rest area di tol
tertentu; menambah kapasitas jalan nasional Malangbong-Gentong; mendorong pertumbuhan
jumlah kapal Ro-Ro; meningkatkan pengawasan terhadap manajemen dan penetapan harga
penjualan tiket di semua moda transportasi; serta melakukan penataan program mudik gratis
dengan lebih baik, sehingga upaya peningkatan aspek keselamatan, keamanan dan pelayanan
kepada masyarakat pengguna transportasi dapat tercapai secara optimal.

4. Komisi V DPR Rl dan Pemerintah sepakat bahwa dalam rangka upaya peningkatan aspek
keselamatan, keamanan dan pelayanan kepada masyarakat pengguna transportasi, perlu segera
disusun  Naskah Akademik RUU tentang Sistem Transportasi Nasional (RUU Sistranas) oleh
Kementerian Perhubungan.

lll. PENUTUP
Rapat ditutup pukul 14.30 WIB.
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